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korupsi, dan literatur terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti UU No.
31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan instrumen
internasional United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC) telah memberikan dasar hukum
yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi
tantangan berupa lemahnya pengawasan,
keterbatasan  sumber daya, dan  kurangnya
transparansi dalam pengadaan alat kesehatan.
Kesimpulannya, upaya pemberantasan korupsi di sektor
kesehatan memerlukan penguatan implementasi
hukum, reformasi kebijakan strategis, serta optimalisasi
penggunaan teknologi untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan
dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan sistem pelayanan publik, termasuk
sektor kesehatan.(Budiarsih, 2020) Dalam sektor ini, korupsi memiliki efek berbahaya
karena dapat merusak integritas sistem kesehatan, menurunkan kualitas pelayanan, dan
mengancam keselamatan pasien. Di Indonesia, kasus-kasus korupsi di sektor kesehatan
sering kali melibatkan pengadaan alat kesehatan, distribusi obat-obatan, dan pelayanan
medis, yang semakin menambah beban keuangan negara serta mengurangi kepercayaan
publik terhadap pemerintah dan lembaga kesehatan.

Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor
kesehatan menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap korupsi, dengan anggaran
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yang besar namun sering kali tidak diiringi dengan pengawasan yang memadai.(Mulya, n.d.)

Dalam konteks global, pendidikan anti-korupsi telah diterapkan untuk meningkatkan
kesadaran etika kerja di sektor kesehatan, yang terbukti dapat membantu mengurangi
praktik korupsi melalui penguatan nilai-nilai profesionalisme.(Chatrina Darul Rosikah,
2021)

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek korupsi di sektor
kesehatan. Penelitian Dinata dan Asih menggunakan pendekatan Fraud Hexagon untuk
menganalisis faktor penyebab korupsi di sektor kesehatan berdasarkan persepsi pegawai
dinas kesehatan, seperti tekanan, kolusi, dan rasionalisasi.(Dinata & Asih, 2024)

Penelitian Nabilah dkk. menyoroti efek pendidikan literasi anti-korupsi terhadap etika
kerja tenaga kesehatan, yang menunjukkan peningkatan integritas dan kepercayaan publik
melalui program edukasi yang terarah.(Pendidikan et al., 2025) Sementara itu, penelitian
Karunia dkk. menekankan problematika hukum dalam pemberantasan korupsi pada
pengadaan alat kesehatan, dengan fokus pada hambatan struktural, kultural, dan
instrumental dalam penegakan hukum.(Karunia et al., 2023)

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum sepenuhnya membahas bagaimana
regulasi dan implementasi hukum secara komprehensif dapat mengatasi korupsi di sektor
kesehatan melalui evaluasi kebijakan dan praktik hukum yang relevan. Oleh karena itu,
penelitian ini berfokus pada analisis peran hukum dalam memberantas korupsi di sektor
kesehatan dengan meninjau kebijakan, regulasi, dan implementasi hukumnya.

Penelitian ini penting karena memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi celah
dalam sistem hukum dan menyarankan rekomendasi strategis untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas di sektor kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi dasar bagi reformasi kebijakan yang mendukung pelayanan kesehatan yang bersih,
efisien, dan berintegritas, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap
pemerintah dan lembaga kesehatan.

LANDASAN TEORI

Korupsi, sebagai tindak pidana yang merugikan kepentingan publik, telah menjadi
ancaman besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Dalam perspektif hukum,
korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya
diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Dalam konteks sektor
kesehatan, bentuk-bentuk korupsi meliputi penyalahgunaan anggaran pengadaan alat
kesehatan, kolusi dalam proses tender, hingga gratifikasi dalam pelayanan medis.(Djasri et
al,, 2016)

Korupsi di sektor kesehatan memiliki karakteristik yang khas karena melibatkan
sistem pengelolaan anggaran yang kompleks dan sering kali melibatkan berbagai pihak, baik
dari sektor pemerintah maupun swasta. Sektor ini memiliki dampak langsung terhadap
masyarakat luas karena menyangkut pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar
manusia. Selain itu, korupsi di sektor kesehatan dapat memperburuk ketimpangan sosial,
mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta merusak
kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan.
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Teori yang relevan dalam memahami korupsi adalah Teori Fraud Triangle (Cressey,
1953) yang menekankan tiga elemen utama penyebab tindakan curang, yaitu tekanan,
peluang, dan rasionalisasi. Tekanan biasanya muncul dari kebutuhan pribadi atau target
yang tidak realistis, sementara peluang berasal dari lemahnya pengawasan atau celah dalam
sistem.(Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017) Rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan
pelaku untuk merasa bahwa tindakan korupsi mereka dapat diterima secara moral.
Pendekatan ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami motivasi di balik
korupsi, khususnya di sektor yang kompleks seperti kesehatan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, hukum memainkan peran penting sebagai alat
regulasi dan kontrol sosial. Regulasi hukum yang kuat diperlukan untuk menutup celah yang
memungkinkan terjadinya korupsi. Selain itu, implementasi hukum yang konsisten dan
transparan menjadi elemen kunci dalam menciptakan efek jera bagi pelaku. Hukum tidak
hanya berfungsi sebagai alat represif melalui penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai
instrumen preventif melalui pembentukan sistem yang akuntabel dan transparan.

Di sisi lain, penting untuk membangun budaya anti-korupsi di masyarakat dan institusi
terkait. Pendidikan dan literasi anti-korupsi dapat menjadi langkah preventif yang efektif
untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme.(Ayunigtyas et al., 2018)
Dalam sektor kesehatan, upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan etika kerja bagi tenaga
kesehatan, pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran, serta penguatan teknologi
informasi untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi memunculkan praktik
korupsi.

Berdasarkan tinjauan terhadap teori dan konsep-konsep di atas, beberapa pertanyaan
kunci yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum dapat berperan dalam menciptakan sistem yang efektif untuk
mencegah dan memberantas korupsi di sektor kesehatan?

2. Apasaja elemen-elemen utama dalam regulasi yang harus diperkuat untuk memastikan
integritas sistem kesehatan?

3. Bagaimana strategi implementasi hukum dapat dioptimalkan untuk meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi dalam sektor kesehatan?

Tinjauan pustaka ini memberikan fondasi teoritis untuk mengkaji secara mendalam
peran hukum dalam mengatasi korupsi di sektor kesehatan, dengan harapan mampu
memberikan kontribusi strategis bagi perbaikan tata kelola sektor ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis
normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam memberantas korupsi di
sektor kesehatan melalui kajian regulasi, kebijakan, dan praktik implementasinya. Sumber
data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UUTPK), serta bahan hukum sekunder, seperti laporan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan artikel ilmiah yang relevan. Pengumpulan data
dilakukan melalui studi literatur, dengan fokus pada regulasi dan laporan kasus korupsi di
sektor kesehatan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi
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(content analysis), Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis untuk
memperkuat regulasi dan implementasi hukum dalam memberantas korupsi di sektor
kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Regulasi hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(UUTPK), telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi.
Regulasi ini mencakup ketentuan pidana, pengembalian kerugian negara, dan sanksi
administratif bagi pelaku korupsi. Namun, implementasi regulasi ini dalam sektor
kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan dalam
pengadaan alat kesehatan, minimnya koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya pemahaman
terkait etika anti-korupsi.(Ayunigtyas et al., 2018)
Tabel berikut memberikan gambaran tentang elemen-elemen hukum yang relevan dalam
pemberantasan korupsi di sektor kesehatan:
Tabel 1. Elemen-Elemen Hukum Yang Relevan Dalam Pemberantasan Korupsi di
Sektor Kesehatan

NO. Elemen Hukum Peran dan Fungsi Kendala
1. UUTPK Mengatur sanksi Pelaksanaan di lapangan sering
pidana dan terhambat lemahnya
administrasi terhadap pengawasan
pelaku korupsi di
sektor publik,
termasuk kesehatan
2. Regulasi Mengatur proses Celah dalam regulasi sering
Pengadaan tender yang dimanfaatkan oleh pelaku
Barang transparan dan
akuntabel
3. Kebijakan Anti- Mendorong budaya Kurangnya penerapan budaya
Korupsi transparansi dan anti-korupsi di tingkat institusi
akuntabilitas di
institusi kesehatan

Kajian terhadap regulasi yang ada mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum di
Indonesia cukup komprehensif, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum
tidak bertanggung jawab. Celah ini terutama ditemukan dalam pengadaan alat kesehatan
dan distribusi anggaran, di mana mekanisme pengawasan internal sering kali tidak berjalan
efektif. Selain itu, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran administratif juga
menjadi salah satu kendala utama yang perlu diperbaiki.(Hukum et al., 2024)

Tantangan terbesar dalam implementasi hukum adalah lemahnya sistem pengawasan
dan koordinasi antar-lembaga. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam
memahami peraturan yang kompleks, ditambah dengan kurangnya penerapan teknologi
untuk mendukung transparansi, semakin memperburuk situasi. Untuk mengatasi hal ini,
strategi optimalisasi yang disarankan adalah:

1. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas pengawas di sektor kesehatan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi seperti e-procurement untuk meminimalkan interaksi
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langsung yang berpotensi menimbulkan korupsi.

3. Pendidikan anti-korupsi yang terintegrasi dalam pelatihan tenaga kesehatan, guna
menanamkan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan regulasi dan optimalisasi
implementasi hukum untuk memastikan sektor kesehatan yang bebas dari korupsi,
transparan, dan berintegrita

Hukum memiliki peran penting sebagai instrumen untuk menjaga transparansi dan
akuntabilitas di sektor kesehatan.(Yandi et al., 2024) Sebagai bentuk social control, hukum
tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi, tetapi juga mencegah terjadinya korupsi
melalui regulasi yang tegas. Namun, tantangan dalam implementasinya menjadi salah satu
kendala utama. Meskipun UUTPK telah memberikan kerangka hukum yang kuat, fakta di
lapangan menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberantas
korupsi. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala,
seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya literasi
anti-korupsi di kalangan tenaga kesehatan.

Jika dibandingkan dengan instrumen internasional seperti United Nations Convention
Against Corruption (UNCAC), regulasi di Indonesia sebenarnya cukup komprehensif. Namun,
celah regulasi dan lemahnya penerapan menjadi hambatan signifikan. UNCAC memberikan
contoh pendekatan berbasis pencegahan yang dapat menjadi inspirasi, termasuk melalui
penerapan teknologi informasi seperti e-procurement. Teknologi ini telah terbukti mampu
meminimalkan interaksi langsung yang sering menjadi celah untuk praktik korupsi,
sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Strategi optimalisasi hukum tidak hanya terbatas pada penguatan regulasi, tetapi juga
melibatkan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas pengawas di
sektor kesehatan. Koordinasi antar-lembaga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa
kebijakan anti-korupsi dapat diterapkan secara efektif. Di samping itu, penegakan sanksi
yang tegas terhadap pelanggaran administratif maupun pidana juga diperlukan untuk
menciptakan efek jera.

Korupsi di sektor kesehatan memiliki dampak luas karena tidak hanya menurunkan
kualitas layanan tetapi juga mengancam keselamatan pasien. Regulasi di Indonesia, seperti
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
memberikan landasan hukum yang solid untuk pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas
implementasi regulasi tersebut sering kali terhambat oleh lemahnya pengawasan, kurangnya
sinergi antar-lembaga, dan minimnya pengetahuan serta penerapan etika anti-korupsi.(HR,
2021)

Dalam praktiknya, pengadaan barang seperti alat kesehatan menjadi salah satu area yang
paling rentan terhadap korupsi. Proses pengadaan yang tidak transparan, adanya kolusi
dalam tender, serta penyalahgunaan anggaran menjadi masalah yang kerap ditemukan.
Regulasi terkait pengadaan barang sebenarnya telah mengatur prinsip-prinsip akuntabilitas
dan transparansi, tetapi lemahnya pengawasan memungkinkan pelaku korupsi untuk
memanfaatkan celah-celah tersebut. Selain itu, kurangnya penerapan teknologi, seperti
sistem e-procurement yang sepenuhnya terintegrasi, memperburuk situasi ini.(Andriana,
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2021) Dalam konteks internasional, instrumen seperti United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC) menawarkan pendekatan berbasis pencegahan yang dapat menjadi
contoh. UNCAC menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi informasi untuk
meminimalkan interaksi langsung yang sering menjadi akar dari praktik korupsi.

Selain faktor regulasi, masalah budaya dan perilaku juga menjadi penghambat
pemberantasan korupsi di sektor kesehatan. Rendahnya literasi anti-korupsi di kalangan
tenaga kesehatan, lemahnya penerapan etika profesional, dan kurangnya kesadaran akan
pentingnya integritas menjadi tantangan yang perlu diatasi.(Djufri, 2023) Upaya
membangun budaya anti-korupsi memerlukan pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi
dalam program pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Literasi anti-
korupsi yang terarah dapat meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan mengenai dampak
korupsi, baik terhadap sistem kesehatan maupun masyarakat luas.

Dari perspektif penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar-lembaga menjadi
tantangan utama. Institusi yang terlibat, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Kementerian Kesehatan, dan pihak pengawas internal, sering kali kurang bersinergi dalam
mengawasi jalannya regulasi.(Hermawan et al., 2024) Hal ini menyebabkan ketidakefisienan
dalam deteksi dini kasus korupsi serta penindakan terhadap pelanggaran.(Srinita, 2016)
Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga melalui platform bersama
yang memfasilitasi pertukaran data secara real-time, sehingga setiap potensi pelanggaran
dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Strategi optimalisasi implementasi hukum juga melibatkan peningkatan kapasitas
aparat penegak hukum dan petugas pengawas.(Alif [lman Mansyur, Susiana Dewi Ratih,
2022) Aparat yang memahami kompleksitas regulasi dan dinamika sektor kesehatan akan
lebih mampu mendeteksi serta menangani kasus korupsi secara efektif. Di samping itu,
penguatan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran di sektor ini juga penting
untuk menciptakan efek jera. Hukuman yang tegas, diiringi dengan transparansi dalam
penanganan kasus, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah
dalam memberantas korupsi.(La Hadifa, SE, 2019)

Optimalisasi teknologi menjadi elemen kunci dalam mencegah korupsi di sektor
kesehatan. Sistem berbasis teknologi, seperti e-budgeting dan e-monitoring, dapat membantu
memastikan alokasi anggaran sesuai peruntukan dan meminimalkan manipulasi. Teknologi
juga dapat digunakan untuk memantau distribusi obat-obatan dan alat kesehatan, sehingga
potensi penyelewengan dapat ditekan.(Bambang Waluyo, 2016) Dengan integrasi teknologi
yang kuat, pemerintah dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih transparan, efisien,
dan akuntabel.

Pembahasan ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor kesehatan
membutuhkan pendekatan multidimensional. Selain memperkuat regulasi, fokus juga perlu
diberikan pada pengembangan budaya integritas, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, penguatan sinergi antar-lembaga, dan optimalisasi teknologi.(Pangaribuan et al.,
2024) Hanya dengan langkah-langkah strategis yang terpadu, tantangan korupsi di sektor
kesehatan dapat diatasi secara efektif dan sistemik.
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KESIMPULAN

Hukum memiliki peran sentral dalam menciptakan sistem yang efektif untuk
mencegah dan memberantas korupsi di sektor kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut,
regulasi yang ada perlu diperkuat dengan menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan
oleh pelaku korupsi. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, pengawasan yang lebih
ketat, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen penting yang harus
dioptimalkan. Selain itu, strategi implementasi hukum yang menitikberatkan pada
pendidikan anti-korupsi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan
koordinasi antar-lembaga dapat mendorong terciptanya sistem kesehatan yang lebih
akuntabel dan berintegritas. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor kesehatan Indonesia
diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat tanpa
terhambat oleh praktik korupsi.
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